BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 0 TAHUN 2019
TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

bahwa salah satu urusan wajib yang diserahkan
kewenangannya olch Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daemh  sebagai salah satu  wujud
pelaksanaan  Otonomi Daerah adalah bidang
Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;

bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan dasar
kepadn masyarakat dalnm penyelenggaraaan Komunikasi
dan Informatika dipandang mempunyai peran péenting
dan strategis bagi pertumbuhan disegala sektor yang
sekaligus merupakan sarana untuk mengoptimalkan
pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

bahwa dalam upaya meningkatkan pengawasan,
pengendalian serta membenkan jaminan kepastian
hukum, perlu pengaturan mengenai Komunikasi dan
Informatika;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

" dimaksud huruf a, huruf b dan huruf e, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Komunikasi dan Informatika;

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
Tentang  pembentukan  Kabupaten Sarolangun
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dap
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
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e 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasl dan Transalksi Elektronik (Lembaran Negara
Republlkmdonedl'rlhunzoos Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),
se telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang dan
Transakal Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
A Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
. Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
v 4 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

\ 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010

é tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
» Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFQ/03/ 2009
s tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan, Pemerintah Daerah

Kabupaten / Kota;

11, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ublik
Indoneaiape:l{omor 08/ PER/ M.KOMINFO/ 06R/ep2010
tentang oman Pengembangan dan Pemberday
Lembaga Komunikasi Sosial; e
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elektronik.

19. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang
dengan penyeclenggara dan penyelenggaman  negarn dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta informasi lain
yang berkaitan dengan kepentingan publik.

20. Masyarakat Informasi adalah masyarnkat yang mempunyai aktivitas
ekonomi politik, sosinl dan budaya melalui proses produksi, konsumsi
distribusi infomasi dan ditandai dengan intensitas yang tinggi atas
pertukaran dan penggunaan Teknologi Komunikasi.

26.8istem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya
perangkat komputasi berupe perangkai-perangkat komputer yang saling
terhubung melalui aistern Komunikasi data, dapat diakses
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27, Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan
konstruksl untuk membangun atau meningkatkan kemampuan
infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau
pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan
infrastruktur Informatika.

28. Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah
berbasls teknologl Informasi dan Komunikasi, untuk mendukung
pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Daerah, khususnya dalam
penyebarluasan informasl untuk kebutuhan publik dan pengembangan
pelayanan  Informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya
mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat,
cepat, mudah dan terjangkau. -

29. Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum
dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam
world wide web (www) di internet.

30. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, digunakan
dalam berKomunikasl melalui internet, berupa kode atau
susunankarakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu
dalam internet.

31. Lembaga Komunikasi Pedesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat
atau keclompok sejenis lainnya, selanjutnya disingkat KIM, yang
dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat
sccara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan
pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka
meningkatkan nilai tambah.

32. Lembaga Media Tradisional adalah Kelompok Pertunjukan Rakyat atau
kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disebut Kelompok Pertunjukan
Rakyat yang melakukan kegiataniseminasi informasi dan penyerapan
aspirasi masyarakat.,

33.Lembaga Pemantau Media adalah Kelompok Pemantau Media yang
didirikan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan pemantauan media
massa.

34. Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi adalah lembaga komunikasi

yang ada diorganisasi profesi yang secara khusus mengelola komunikasi
dan infomasi di bidangnya.

Bagian Kedua
Asas, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
Pasal 2
Asas penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, berlandaskan :
a. kemanfaatan;
b. transparansi;
c. sinergi;
d. akuntabilitas;
ec. partisipatif; dan
f. kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud pengaturan mengenal penyelenggaraan Komunikaai dan
Informatika adalah untuk mengatur mengenai Komunikasi dan Informatika
berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Dacrah.
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Pasal 4
Komunikasi dan Informatika, adalah :.
pelayanan publik;
terselenggaranya pemerintahan daerah yang berbasis teknologi
informasi;
menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana penyusunan
kebijakan, progam kebijakan, proses serta alasan pengambilan

keputusan publik dengan menggunakan teknologi Komunikasi dan

Informatika; dan
mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan

Komunikasi dan Informatika. -
Pasal 5

Runang lingkup Peraturan Daernh ini meliputi :

sooce

(1)

(2)

(1)

(2

(3)

(4)

pengelolann informasi dan komunikasi publik;
pengelolaan aplikasi dan informatika;
peran serta masyarakat;
pembinaan, pengawnsan dan pengendalian; dan
sanksi.
BAB 11
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Pasal 6
Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan penyediaan dan
pelayanan Komunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya
Komunikasi yang efektf.
Pengelolaan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi; dan
b. pengelolaan informasi publik.
Bagian Kesatu
Sarana Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi
Pasal 7
Pemerintah Daerah melaksanakan penyebarluasan informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, menggunakan
pola koordinasi, kerjasama dan fasilitasi kegiatan dengan pihak yang
berkepentingan.
Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan
penyebarluasan informasi.
Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam

rangka pengembangan dan pemberdayaan lembaga Komunikasi dan
informasi di daerah.

Pola koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melalui :

a. media massa;

b. lembaga komunikasi sosial; dan

C. peran serta masyarakat.
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bimbingan teknis;

pengembangan model;

penyelenggaraan jaringan komunikasi;

sarana dan prasarana,

workshop, sarasehan,dan forum;

penyediaan bahan-bahan informasi;

simulasi aktivitas;

kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi
secara berkala; dan

study banding,.

Fmmopoop

-

Bagian Kedua
Pengelolaan Informasi Publik

Pasal 10

Untuk mewujudkan pengelolaan informasi publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b melalui penyelenggaraan tata pemerintahan
dp.erah yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan, Pemerintah Daerah dapat membentuk :

a. konsultasi publik; dan

b. PPID.

Paragraf 1
Konsultasi Publik

Pasal 11

(1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a,
diarahkan pada Komunikasi antara Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah dengan Masyarakat.

(2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
memperoleh masukan dalam memecahkan permasalahan yang timbul
dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi:

a. pembentukan kelompok kerja konsultasi publik;

b. penyediaan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
penyampaian aspirasi, masukan dan kritik terhadap kebijakan
Pemerintah Daerah;

c. pelaksanaan forum dialog pemerintah dan masyarakat berlandaskan
prinsip kemitraan; dan

d. memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat.

Paragraf 2
PPID

Pasal 12

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, ditetapkan
dengan keputusan Bupati.

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang
bertanggung jawab mengelola penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan/atau pelayanan informasi badan publik.

(3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Pejabat
gengelola Informasi dan Dokumentasl Pembantu pada Perangkat
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)

3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(1)

mﬂm Induk e-government scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
iputi :

& kerangka pemikiran dasar lembaga;

b. cetak biru (Blueprint) pengembangan;

Pelaksanaan e-govenment sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditindaklanjuti oleh setinp OPD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk

menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan :

& terpadu, terintegmsi dan mengacu pada  Rencana Induk
e-Government sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. sesuai dengan tugas dan fungsi OPD; dan

c. mengedepankan partisipasi masynrnkat.

Rencana Induk e-government sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
tll)uempkxn paling lambat 2 (dun) tahun nejnk berlnkunyn Peraturan
acrh ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan e-government, diatur
dengan Pemturan Bupaui.

Parmgraf 2
Pengembangan Sistem Pelayanan

Pasal 16

Pengembangan Sistem Pelayanan sebagnimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2) huruf b harus transparan, terpercaya, serta terjangkau oleh
masyarakat luas melalui jaringan Komunikasi dan informasi.

Pemerintah Daermmh melnkukan pengembangan sistem pelayanan

sebagnimana dimaksud pada ayat (1) sebagai benkut:

a. perluasan dan peningkatan kualitas jaringan Komunikasi dan
informasi ke seluruh wilayah di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik secara
on-line, dengan mempergunakan Website Pemerintah Daerah;

c. pembentukan jaringan organisasi pendukung (back-office) yang
menjembatani portal-portal informasi dan pelayanan publik
dengan situs dan sistem pengolahan dan pengelolaan informasi
terpadu; dan

d. pembakuan sistemn manajemen dokumen elektronik,
standardisasi, dan sistem pengamanan informasi untuk menjamin
kelancaran dan keandalan transaksi informasi antar organisasi.

3
Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pasal 17

Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (2) huruf c mencakup kegiatan:

a. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistern manajemen dan
proses kerja secara elektronis; dan

b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik
dapat diakses secara mudsh dan murah oleh masyarakat di
seluruh wilayah daerah.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pemorintah  Daorah  dalam  pemanfaatan  teknologl informasi

nb:bll:‘anlmanu dimaksud pada nyat (1) melakukan kegiatan sebagai

rikut:

R’ standardinasl yang berkaitan dengan interoperabllitas pertukaran
dan trannnksl informaasl antar portal pemerintah;

b, atandardisaal dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen
dokumen dan informasl  elektronik  (electronic  document
management  aystem) sortn  standardisnsl  meta-data  yang
momungkinkan pemnkal menelusurl Informasl tanpa harus
momahaml struktur lnformasl pemorintah;

0.  porumusan  keb{jukan tentang pengamanan (nformasi  serta
pembakuan alatem otentllnol dan publik key. infrastucturo untuk
menjamin kenmanan Informani dnlnm penyelenggaraan transaksi
dengan  plhnk-pihnk lain, terutnmn yang berkaltan dengan
kerahnalnan informnal dan transaksi finanaial;

d. pengembangan aplikani dosar yang dapat dimanfantkan oleh
nctinp aitun OPD untuk menjamin  keandnlan, kerahasiaan,
kﬂl‘ll‘l‘"“"n dan Interoperabilitns transnkal informasi dan pelayanan
publil;

c. pengembangan joringan intra OPD (infranet) untuk mendukung
keandalan dan kemhasinan tranasaksi informasi antar instansi

pemerintah dan pemeriniah dnernh otonom;
f.  pengenalan dan penernpan migrasi open source system(oss) dalam

rangkn melindungi hak paten produl softivare; dan
B-  pengenalan dan penerapan internet sehat dan aman.

Paragraf 4
Pemberinn Dukungan Dalam Pengelolann Data dan Informasi

Pasnl 18

Dukungan e-Oovernment dalam Pengelolnan Data dan Informasi
scbagaimana dimakaud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, Pemerintah
Dacrah menjamin penycdiann informasi publik meliputi rencana
pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses
pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan
publik untuk diakses oleh masyarakat melalui pengelolaan data dan

informasi.

Penyediann informasi publik sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pendayagunaoan media di lingkungan Pemerintah
Daecrah agar berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung
penyelenggnraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.

Pemerintah Dacrah menyedinkan pusat data terintegrasi tingkat

Kabupaten beserta fasllitas pendukungnya yang dnpat dimanfantkan
OPD melalul Jjaringan Komunikasl data yang digunakan untuk
Komunikasi dan pengirfiman datn antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

Kabupaten dengan Pemerintah Daerah lainnya.

Berdasarkan tugas polkok dan [ungsinyn, setinp OPD menyediakan
pusat datanya masing-masing, dengan mengacu pada standar
interoperablilitas dan standar keamanan informasi, sesual ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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(5)

6)

(1)

()

(1)

)

(3)

(4)

Setiap OPD perlu mendukung tercapainya visi Satu Data untuk
Pembangunan Pemerintah Daerah, yaitu tersedianya data dan
informasi yang seragam, lengkap, aktual, dan valid, yang dikelola
dalam satu sistem yang terintegrasi, untuk kebutuhan pembangunan
Kabupaten Muaro Jambi.

Setiap OPD perlu menyediakan data dan informasi yang diperlukan
dalam pelaksanaan e-government untuk keperluan internal dan
eksternal Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalul Jjaringan Komunikasi
data yang digunakan untuk menghubungkan seluruh OPD, yang
dikelola oleh Dinas.

Paragraf 5
Pembentukan Media Center

Pasal 19

Pemerintah Daerah membentuk Media Center sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e yang merupakan pusat pelayanan
Komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuei tuntutan
undang-undang keterbukaan informasi publik dan mengakomodasi
aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.

Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat membentuk,
mendayagunakan dan melakukan penguatan lembaga Media Center
sebagai wahana pelayanan komunikasi publik.

Paragraf 6

Penerapan Keamanan Informasi
Pasal 20

Pemerintah Daerah menerapkan keamanan informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f untuk mengelola data dalam
aplikasi sistem informasi demi kepentingan internal dan eksternal
dengan memperhatikan keamanan penerapan  Komunikasi dan
Informatika.

Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk pelaksanaan e-government pada OPD perlu
memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasj
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
digunskan untuk pelaksanaan e-government pada Pemerintah Daerah
dapat diperiksa kesesuaian fungsinyn melalui proses audit.

Ketentuan lebih lanjut mengenal standar keamanan informasi

scbagaimana dimaksud pad ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.
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Paragraf 7
Peningkatan Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 21

(1) Dalam Pengembangan e-government, Pemerintah Daerah dapat
memanfaatkan peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) huruf g, guna mempercepat pencapaian tujuan
strategis e-government.

(2) Pengembangan e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah dapat melibatkan dunia usaha pada hal sebagai
berikut : '

& pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja,
serta pengembangan situs dan pembakuan standard, dengan
mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang

. di sektor swasta;

. peningkatan nilai informasi dan jasa kepemerintahan bagi
keperluan-keperluan tertentu; dan

C. pengembangan jaringan komunikasi dan informasi di seluruh
wilayah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, seperti layanan
warung internet dan/atau sejenisnya baik tetap maupun bergerak,
atau usaha kecil menengah lainnya.

Pasal 22

(1) Pengembangan jaringan Komunikesi dan Informatika sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, perlu mendapatkan
rekomendasi.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
OPD tekait penyelenggaraan Komunikasi dan informatika untuk usaha
seperti warung internet dan/atau sejenisnya yang menggunakan
internet.

(3) Rekomendasi penyelenggaraan usaha Komunikasi dan Informatika
seperti warung internet dan/atau sejenisnya baik tetap maupun
bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk jangka
waktu selama usaha masih berjalan dan harus di daftar kembali setiap
tahun.

Pasal 23

Penyelenggaraan usaha Komunikaei dan Informatika seperti warung
internet dan/atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(3), perlu mengupayakan adanya internet yang sehat dan aman terhadap
konten negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
nilai agama, norma sosial, adat istiadat dan kesusilaan.

Paragraf 9

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah
Daerah dan Peningkatan E-Literacy Masyarakat

Pagal 24
(1) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah

dan Peningkatan e-Literacy masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) huruf h, merupakan faktor yang turut menentukan
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kunci keberhasilan sumber daya manusia baik sebagal pengembang,
pengelola maupun pengguna e-Government dalam pelaksanakan dan
Pengembangan e-Government.

(2) Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat
melalui  jalur pendidikan formal dan non formal, mAaupun
pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam
pengembangan dan implementasi e- Government.

(3) Upaya pengembangan sumber daya manusia yang perlu dilakukan oleh
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
mendukung e-Government, sebagai berikut :

8. meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya
informasi serta pendayagunaan teknologi Informasi dan
Komunikasi (e-literacy), baik lingkungan Pemerintah Daerah
maupun di kalangan masyarakat dalam rangka mengembangkan
budaya informasi ke arah terwujudnyn masyarnkat informasi
(information society);

b. pemanfaatan sumberdaya pendidikan dan pelatihan termasuk
perangkat teknologi informasi dan Komunikasi secara sinergis,
baik yang dimiliki oleh lembaga pemerintah maupun non
pemerintah /masyarakat;

C. pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan
pelathan bagi lembaga pemerintah agar hasil pendidikan dan
pelatthan tersebut sesuai dengankebutuhan pengembangan
danpelaksanaan e-Government;

d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan
Komunikasi bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan
bidang informasi dan Komunikasi dan aparat yang bertugas dalam
memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga,
serta fasilitasi pendidikan dan pelatthan bagi calon pendidik dan
pelatth maupun tenaga potensial di bidang teknologi informasi dan
Komunikasi yang diharapkan dapat mentransfer
pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di
lingkungannya,

e. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
jarak jauh (distance learning) dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan Komunikasi secara optimal untuk pemerataan atau
mengurangi kesenjangan sumber daya manusia di bidang
teknologi informasi dan Komunikasi antar daerah;

f. perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah
yang mendukung pelaksanaan e-government melalui
sosialisasi/penjelasan  mengenai konsep dan  program
e-Government, serta contoh  keberhasilan (bestpractice)
pelaksanaan e-government;

g. peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi
kepada seluruh sumber daya manusia bidang informasi dan
Komunikasi di pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat
yang secara aktif mengembangkan inovasi menjadi karya yang
bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan e-government;
dan

h. Pendidikan dan pelathan dilakukan secara Intensif dan
berkesinambungan.
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Bagian Kedua
Pengelolaan Nama Domain

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah membangun pengelolaan nama domain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dengan aistem
penghubung layanan pemerintah untuk mengelola proses integrasi
informasi dan pertukaran data antar sistem elektronik yang
diselenggarakan perangkat dacrah dan pemangku kepentingan lainnya.

(2) Pengelola e-government bertanggung jawab dalam pengembangan dan
pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah.

(3) Pengelola e-government melnksanakan layanan pemberian nama
domain pemerintah daermh kepada OPD dan pemangku kepentingan
scsuai peraturan perundang-undangan.

Baginn Ketiga
Pengelolnan Aplikasi

Pasal 26

(1) Pengelolaan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
huruf ¢ dikembangkan dan dikelola untuk mendukung
penyelenggaraan sistem e-government yang efektif, efisien, akuntabel
dan transparan.

(2) Pengembangan aplikasi e-government harus memperhatikan faktor
keamanan, kehandalan, dan keberlangsungan,

(3) Ketentuan mengenai pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Komunikasi dan

Informatika meliputi :

a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan
tekmologli Komunikasi dan Informatika;

b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah
Daerah yang bersifat membangun; dan

c. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan
pengembangan teknologi Komunikasi dan Informatika,

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara perorangan maupun kelompok,
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 28

Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pembinaan  telekomunikasi diarahkan untuk  meningkatkan
penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan,
pengaturan, pengawasan dan pengendalian,

Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan
pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan
memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam
masyarakat serta perkembangan global.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 29

Pemerintah Daerah melaksanakan Pengawasan dengan melakukan
kegiatan  pengawasan/pengendalian terhadap  penyelenggaraan
telekomunikasi yang cakupan area daerah, pelaksanaan pembangunan
telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi,
warung seluler atau sejenisnya

Ketentuan Ilebih lanjut mengenai Tata Cara Pengawasan dan
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 30

Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan
sebegaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan sanksi administratif
berupa pemberian teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali
berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari
kalender oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Jika setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
orang pribadi atau badan tidak mengindahkan dan/atau tidak
melakukan pemenuhan atas teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka dapat dilakukan penghentian kegiatan, penutupan usaha,
dan pencabutan izin.
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Yang dimaksud dengan Electronic contract (e-Contract) atau kontrak
on-line adalah Perikatanataupun hubungan hukum yang dilakukan
secara elektronik dengan memadukan jaringan (networking) dari
sistem informasi berbasiskan komputer (computer based information
system) dengan sistem (e-Contract) adalah perjanjian antara dua
pihak atau lebihyang dilakukan dengan enggunakan media komputer,
khususnya jaringan internetYang dimaksud dengan Electronic
Budgeting (e-Budgeting) adalah sistem penyusunan Anggaranyang
didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk
memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.

Yang dimaksud dengan Elektronic Payment (e-Payment) ialah proses
pembayaran atas suatutransaksi pengadaan barang / jasa
PemerintahDaerah yang telah selesai pelaksanaannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan berlaku, dilakukan secara online
menggunakan internet atau jaringan computer lainnya.

Yang dimaksud dengan Electronic KTP (e-KTF) adalah e-KTP atau KTP
Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem
keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun
teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan
nasional.

Yang dimaksud dengan Electronic Planning (e-Planning) adalah suatu
sistem pembuatan perencanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang
terintegrasi secara on-line atau menggunakan jaringan computer
lainnya.

YangdimaksuddenganElectronicAccounting({e-Accounting) adalah
suatu sistem terpadu dalam pelaporan realisasi keuangan
Pemerintahan Daerah secara on-line atau dengan menggunakan
jaringan komputer lainnya.

Huruf (e}
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Huruf (g)
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas,

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu produk atau

system
yang antar mukanya diungkapkan scpenuhnya untuk berinteraksi
dan berfungsi dengan system lain kini atau akan dating tanpa
batasan akses atau implementasi
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